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Sifat di-
. Pelaksanaan Standar Pelayanan Seluruh Indenesia

Minimal (SPM)

Sehubunqan dengan telah ditetankan Peraturan Pemarintah
Nomor ? Tahim 2018 fpnhnn Standar Dni::uz:m:m Minimal IQDM\ hergama
wn diminia kepada Saudaradi untuk mealaksanakan haberana hnl sshagal
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1} P ndldik n an ak usia dini.
2} Pendidikan dasar.
3 Pendidikan kosuiaroun,
h SPM Keseshatan
1) Pelayanan kesehatan by hamil.
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
3} Pelayanan kesehatan bayi baru lanir,
4) Pelayanan kesehatan balita.
1} Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasa
8} Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
7} Pelayanan kesehatan pada usia laniut,
8) Pelayznan kesahatan penderita hipertensi
9} Pelayanan koschatan penderita diabates melitus,
10) Pelayanan kesehalan orang dengan gangguan Hwa berat
11) Pelayanan kesehatlan orang erduga fub rcv.‘os‘s
12} Pelayanan keschatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
metemahkan dava tahan tubuh manusiz (hurﬁan é“ﬁmunr—-J:ﬁcir—::a-e-:y
virus), yang bersifat  peningkatanfpromotf dan pencegahan/
preventif
o SPM Pekeinan Ui
1) l-’etnenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hart,
2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
d. SFM Perumaian Rakyat
1) Penvediaan dan rehabilitasi rumah vang layak huni baai korban

bencana kahupaten/fkota.
Z) Fasilitasi penyediaan rurman yang iayak huni bayi masyarakai yaEng
terkena relokasi program pemerintah daerah kabuoaten/kota.

2. 5PM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlind
1) Peiayanan ketenieraman dan ketertiban umum,
2) Pelayarnan informasi
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1) Rehabiiitasi sosial dasar penyaadang disabiiitas telantar di iuar
panti.
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) Renhabiiitas: sosiat dasar !an;ut usia telamar di luar pantl.
4) Rehabilitasi sos:al dasar tuna’ somal khususnya gelandangan dan
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5j Perhndungan dan jamman sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
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2. Menerapkan Orh sécara eieklf pada tanun Ui dengan iarget
capaian 100 persen. diawali pengintegrasian SPM kedatam dakumen
perencanaan pembangunan daerah terytama dalam dokumen RKPD,
sebagar acuan daiam penyusunan AFPBD vang dikoordinasikan oief
Badan Perencanaan Pemhangunan Daerah (Banneda).
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4. Lapotan capaian SHI] tersebut dlsampalkan kepada Menieri Dalam
Negeri dan Menteri teknis pengampu SPM melatui Gubernur c.q. Biro
PDomerintaham

5. Secara teknis diharapkan Saudara/i melaksanakan penghitungan
jumiah sasaran penerima layanan serta pembiayaan dengan penuh
kehati-hatian, mengingat terdapal sanist yany akan diberikan kepada
kepala daerah vang tidak mencapai target canaian 100 persen
penerapan SPM.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan

NS s 1.5

R H [nrrrﬁp-\n A S
e -.j‘j,‘,./l"
- , e
rembusan:
1 Menko Bidong Politik Hukum dan Keamanan,
2. Menko Bidang Perekonomian,
3. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
o Menteri Pendgidikan,
6. Menten Kesehatan,
7

Mantar Pekerizan Umum dan Parumahan Rokynt
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